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PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang — hutangnya
kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk
melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor.
Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun
didalam Pasal 285 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur
bahwasannya pengadilan dapat menolak suatu rencana perdamaian apabila pel aksanaan perdamaiannya
tidak cukup terjamin. Oleh karenaitu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis kriteria rencana perdamaian
yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin dalam proses PKPU dan menganalisis implementas
kriteria rencana perdamaian yang pel aksanaannya cukup terjamin di Indonesia. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenal kriteria dalam membuat suatu
rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin. Hal ini berbeda dengan
Amerika dan Singapura yang mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian.
Walaupun tidak adanya pengaturan mengenai kriteria rencana perdamaian di Indonesia, namun terdapat
kasus dimana debitor sudah menerapkan kriteria rencana perdamaian dalam PKPU sebagaimana yang
terdapat di Amerika dan Singapura.

...... PKPU is an opportunity for debtors to restructure their debts to creditors by means of the debtor's
proposed accord plan which includes an offer to pay off debtsin whole or in part of their debts to creditors.
An accord plan that has been agreed by creditors must be approved by the court. However, in Article 285 (2)
Letter b of UU No 37/2004, the court can reject an accord plan that is not adequately assured. Therefore, this
thesis aims to analyze of proposal accord plan criteria that adequate assured in PKPU process and to analyze
the implementation of the criteriain Indonesia. The results of this study indicate that in Act No. 37/2004
there is no criteriain making an accord plan whose implementation can be declared adequately assured. This
is different from America and Singapore which are contained the criteria of an accord plan in their
regulation. Although there is no regulation regarding the criteriafor an accord plan in Indonesia, there have
been cases where the debtor has applied the PK PU accord plan criteriaasin America and Singapore.
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